
 

 
 

 
 

 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
 PERATURAN  WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  

NOMOR  14   TAHUN  2015 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 

 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  

KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 
Menimbang                 : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dilakukan 
penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Tidore 

Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi 
Dana Desa;  

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan  Walikota Nomor 2 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa  Kota Tidore 
Kepulauan Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat                                  : 

 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan 
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ; 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repuplik  Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

 
 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang       

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 
7. Undang–Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4588); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 457) ; 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733); 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa; 

 

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 
 

 



14. Peraturan Daerah  Kota Tidore Kepulauan  Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 

Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 Nomor 165); 
 

                             MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  

 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE 
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 diubah 

sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan BAB V diubah, Pasal 12 diubah dan ditambah huruf e, f, g, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB V 
PENETAPAN, PENYALURAN DAN PENGUNAAN 

ALOKASI DANA DESA 

 
Pasal 12 

 

a. Alokasi Dana Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) Tahun berkenaan. 

 
b. Penetapan Alokasi Dana Desa per Desa berdasarkan Jumlah penduduk, luas 

wilayah, letak geografis, jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah penduduk 

miskin suatu Desa. 
 

c. Penetapan sebagaimana dimaksud huruf (b) ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 

 

d. Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa menggunakan sistim 
Triwulan dengan rincian sebagai berikut ; 

1. Triwulan I ( Januari s/d Maret ); 

2. Triwulan II ( April s/d Juni ); 
3. Triwulan III ( Juli s/d September ); 

4. Triwulan IV ( Oktober s/d Desember ), 
 
e. Penyaluran sebagaimana dimaksud huruf (d) berdasarkan usulan dan rincian 

kegiatan yang sudah disyahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD, 
dan untuk Triwulan berikutnya setelah penyampaian laporan 
pertanggungjawaban Triwulan sebelumnya. 

 
f. Alokasi Dana Desa digunakan untuk kegiatan antara lain : 

1. Kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 



2. Kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

3. Kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
4. Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

 
g. Alokasi Dana Desa digunakan untuk tunjangan penghasilan aparat 

Pemerintah Desa, BPD dan anggota, dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 1.200.000/bulan 
1. Tunjangan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.840.000 

     /bulan 
2. Tunjangan  Kaur sebesar Rp. 600.000/bulan 
3. Tunjangan Bendahara Desa sebesar Rp. 500.000/bulan 

4. Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 350.000/bulan 
5. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 300.000/bulan 
6. Tunjangan Sekertaris BPD sebesar Rp. 250.000/bulan 

7. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 225.000/bulan 
 

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) BAB VI diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 13 
 

(1) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan dari Rekening Desa berdasarkan 
rincian kegiatan yang sudah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

 
(2) Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan usulan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pelaksana 

Kegiatan disertai dengan dokumen lainnya antara lain Rencana Anggaran 
Biaya yang sudah diverifikasi oleh sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala 

Desa. 
 

(3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) 

Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada 
Kepala Desa. 

 
 
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13 A,  

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 13A 

 
1. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas : 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
b. Pernyataan tanggungjawab belanja 
c. Lampiran bukti transaksi 

 
2. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), 

Sekertaris desa berkewajiban untuk ; 

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan pelaksana 
kegiatan; 

b. menguji kebenaran perhitungan atas beban APBDesa dalam permintaan 



pembayaran; 

 
 

c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; 
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

 
3. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekertaris Desa sebagaimana 

dimaksud ayat (2), Kepala Desa menyetujui Pembayaran dan bendahara 
melakukan Pembayaran. 

 

4. Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 

 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 
14A sehingga berbunyi sebagai berikut ; 

 
Pasal 14 

 

Pencairan Dana ADD Triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 
ayat (2) setelah Kepala Desa bersama bendahara telah membuat Laporan 

pertanggungjawaban kegiatan Triwulan sebelumnya dan laporan Realisasi 
Fisik dan Keuangan Triwulan sebelumnya. 
 

Pasal 14A 
 
Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 
rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 
 

5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 Pasal baru, yaitu 

BAB VI A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB VI A 
PENATAUSAHAAN 

 

Pasal 14B 
 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

3. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban setiap bulan. 

4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dengan tembusan ke camat 
dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 



 

 
Pasal 15 

 
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari APBDesa  kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran. 
 

2. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun pelaksanaan kegiatan yang 
bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

 
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

 
 

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 16 

 
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa kepada Walikota 
berupa : 

a. Laporan semester pertama; dan 

b. Laporan semester akhir tahun 
 

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa laporan realisasi. 
 

3. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan 
paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan. 
 

4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun berikutnya. 

 
5. Format laporan realisasi semester pertama dan akhir tahun dan laporan 

pertanggung jawaban akhir tahun tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 17 

 
1. Pembinaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh BPMD, Kesbangpol dan 

Linmas bersama BPKAD Kota Tidore Kepulauan yang meliputi : 

a. Pendidikan dan Pelatihan; 
b. Pemberian Pedoman dan standar Pengelolaan Keuangan Desa; 
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise; 

d. Perencanaan, Pengelolaan, Penatausahaan dan pelaporan; 
e. Monitoring dan evaluasi. 

 



 

 
2. Pengawasan atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara rutin 

oleh BPMD Kesbangpol dan Linmas dan Kecamatan. 
 

3. Pemeriksaan atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara 

fungsional oleh Inspektorat Daerah. 
 

 
9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 
 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka petunjuk pelaksanaan Alokasi 
Dana Desa mulai Tahun Anggaran 2015 disesuaikan pada Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tidore 
Kepulauan. 
  

 
                                                                Ditetapkan di Tidore 

                                                                pada tanggal  29 Mei  2015 
 
                                                                 

 
 

 
 
Diundangkan di Tidore 

pada tanggal  29 Mei  2015 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 

 
 
 

 
ANSAR HUSEN 
 

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 300. 
 

 



 

 
 
Lampiran I. 

A. Format  Laporan Realisasi  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Semester Pertama) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER  PERTAMA 
PEMERINTAH DESA………….. 
TAHUN ANGGARAN…………. 

 

KODE  

REKENING 

 

URAIAN 

 

JUMLAH 

ANGGARAN 
(Rp.) 

 

JUMLAH 

REALISASI 
(Rp.) 

 

LEBIH/ 

KURANG 
(Rp.) 

 

KET. 

1 2 3 4 5 6 

1    PENDAPATAN     

1 1   Pendapatan Asli Desa     

1 1 1  Hasil Usaha     

1 1 2  Swadaya,  Partisipasi dan 
Gotong  Royong 

    

1 1 3  Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah 

    

1 2   Pendapatan Transfer     

1 2 1  Dana Desa     

1 2 2  Bagian dari hasil pajak 
&retribusi daerah 
kabupaten/ kota 

    

1 2 3  Alokasi Dana Desa     

1 2 4  Bantuan Keuangan     

1 2 4 1 Bantuan Provinsi     

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota     

         

1 3   Pendapatan Lain lain     

1 3 1  Hibah dan Sumbangan 
dari pihak ke-3 yang tidak 
mengikat 

    

1 3 2  Lain-lain Pendapatan Desa 
yang sah 

    

    JUMLAH PENDAPATAN     

2    BELANJA     

2 1   Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

    

2 1 1  Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 

    

2 1 1 1 Belanja Pegawai:     

LAMPIRAN 

NOMOR 
TANGGAL 

TENTANG 

: 

: 
: 

: 

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

14 TAHUN 2015 
29 MEI 2015 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 

ANGGARAN 2015. 



    - Penghasilan Tetap Kepala 
Desa  dan Perangkat 

    

    - Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat  

    

    - Tunjangan BPD      

2 1 2  Operasional Perkantoran     

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - Alat Tulis Kantor     

    - Benda POS     

    - Pakaian Dinas dfan 
Atribut 

    

    - Pakaian Dinas     

    - Alat dan Bahan 
Kebersihan 

    

    - Perjalanan Dinas     

    - Pemeliharaan     

    - Air, Listrik,dasn Telepon     

    - Honor     

    - dst…………………..     

         

2 1 2 3 Belanja Modal     

    - Komputer     

    - Meja dan Kursi     

    - Mesin TIK     

    - dst……………………..     

         

2 1 3  Operasional BPD     

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - ATK     

    - Penggandaan     

    - Konsumsi Rapat     

    - dst …………………….     

         

2 1 4  Operasional RT/ RW     

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - ATK     

    - Penggadaan     

    - Komsumsi Rapat     

    - dst ………………………….     

         

2 2   Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

    

2 2 1  Perbaikan Saluran Irigasi     

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa     

    - Upah Kerja     

    - Honor     

    - dst………………..     

2 2 1 3 Belanja Modal     

    - Semen     

    - Material     

    - dst…………     



         

2 2 2  Pengaspalan  jalan  desa      

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :     

    - Upah Kerja     

    - Honor     

    - dst……………………………
…….. 

    

2 2 2 3 Belanja  Modal:     

    - Aspal      

    - Pasir      

    - dst ……………     

         

2 2 3  Kegiatan………………………
…… 

    

         

2 3   Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan  

    

2 3 1  Kegiatan Pembinaan 
Ketentraman dan 
Ketertiban 

    

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:     

    - Honor Pelatih      

    - Konsumsi      

    - Bahan Pelatihan     

    - dst…………………     

         

2 3 2  Kegiatan…………………….     

         

2 4   Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat  

    

2 4 1  Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat 

    

2 4 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     

    - Honor pelatih     

    - Konsumsi       

    - Bahan pelatihan      

    - dst…………………     

         

2 4 2  Kegiatan………………………
.. 

    

         

2 5   Bidang Tak Terduga      

2 5 1  Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa  

    

2 5 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     

    - Honor tim      

    - Konsumsi     

    - Obat-obatan  

- dst…………………… 

    

         

2 5 2  Kegiatan…………………     

         

    JUMLAH  BELANJA      



         

    SURPLUS / DEFISIT     

         

3    PEMBIAYAAN      

3 1   Penerimaan Pembiayaan      

3 1 1  SILPA      

3 1 2  Pencairan Dana Cadangan      

3 1 3  Hasil Kekayaan  Desa Yang 
di pisahkan  

    

    JUMLAH  ( RP )     

         

3 2   Pengeluaran   Pembiayaan      

3 2 1  Pembentukan Dana 
Cadangan  

    

3 2 2  Penyertaan Modal Desa      

    JUMLAH ( RP )     

         

 
DISETUJUI OLEH 

KEPALA DESA ……………………… 
 

TTD 
(……………………………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lampiran II 
 

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester 
Akhir Tahun) 

 
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER AKHIR TAHUN 
PEMERINTAH DESA………….. 
TAHUN ANGGARAN…………. 

 
 

KODE  
REKENIN

G 

 

URAIAN 

 

JUMLAH 
ANGGARAN 

(Rp.) 

 

JUMLAH 
REALISASI 

(Rp.) 

 

LEBIH/ 
KURANG 

(Rp.) 

 

KET. 

1 2 3   4 

    
PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER PERTAMA ) 

    

1    PENDAPATAN     

1 1   Pendapatan Asli Desa     

1 1 1  Hasil Usaha     

1 1 2  Swadaya,  Partisipasi dan 
Gotong  Royong 

    

1 1 3  Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah 

    

         

1 2   Pendapatan Transfer     

1 2 1  Dana Desa     

1 2 2  Bagian dari hasil pajak 
&retribusi daerah 
kabupaten/ kota 

    

1 2 3  Alokasi Dana Desa     

1 2 4  Bantuan Keuangan     

1 2 4 1 Bantuan Provinsi     

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota     

         

1 3   Pendapatan Lain lain     

1 3 1  Hibah dan Sumbangan dari 
pihak ke-3 yang tidak 
mengikat 

    

1 3 2  Lain-lain Pendapatan Desa 
yang sah 

    

         

    JUMLAH PENDAPATAN     

         

2    BELANJA     

2 1   Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

    

2 1 1  Penghasilan Tetap dan     



Tunjangan 

2 1 1 1 Belanja Pegawai:     

    - Penghasilan Tetap Kepala 
Desa  dan Perangkat 

    

    - Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat  

    

    - Tunjangan BPD      

2 1 2  Operasional Perkantoran     

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - Alat Tulis Kantor     

    - Benda POS     

    - Pakaian Dinas dfan 
Atribut 

    

    - Pakaian Dinas     

    - Alat dan Bahan 
Kebersihan 

    

    - Perjalanan Dinas     

    - Pemeliharaan     

    - Air, Listrik,dasn Telepon     

    - Honor     

    - dst…………………..     

         

2 1 2 3 Belanja Modal     

    - Komputer     

    - Meja dan Kursi     

    - Mesin TIK     

    - dst……………………..     

         

2 1 3  Operasional BPD     

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - ATK     

    - Penggandaan     

    - Konsumsi Rapat     

    - dst …………………….     

2 1 4  Operasional RT/ RW     

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - ATK     

    - Penggadaan     

    - Konsumsi Rapat     

    - dst ………………………….     

         

2 2   Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

    

2 2 1  Perbaikan Saluran Irigasi     

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa     

    - Upah Kerja     

    - Honor     

    - dst………………..     

2 2 1 3 Belanja Modal     

    - Semen     

    - Material     



    - dst…………     

         

2 2 2  Pengaspalan  jalan  desa      

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :     

    - Upah Kerja     

    - Honor     

    - dst……………………………
…….. 

    

2 2 2 3 Belanja  Modal:     

    - Aspal      

    - Pasir      

    - dst ……………     

         

2 2 3  Kegiatan………………………
…… 

    

         

2 3   Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan  

    

2 3 1  Kegiatan Pembinaan 
Ketentraman dan 
Ketertiban 

    

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:     

    - Honor Pelatih      

    - Konsumsi      

    - Bahan Pelatihan     

    - dst…………………     

         

2 3 2  Kegiatan………………….     

         

2 4   Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat  

    

2 4 1  Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat 

    

2 4 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     

    - Honor pelatih     

    - Konsumsi       

    - Bahan pelatihan      

    - dst…………………     

         

2 4 2  Kegiatan………………..     

         

2 5   Bidang Tak Terduga      

2 5 1  Kegiatan Kejadian Luar 

Biasa  

    

2 5 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     

    - Honor tim      

    - Konsumsi     

    - Obat-obatan  

- dst…………………… 

    

         

2 5 2  Kegiatan…………………     

         

    JUMLAH  BELANJA      



         

    SURPLUS / DEFISIT     

         

3    PEMBIAYAAN      

3 1   Penerimaan Pembiayaan      

3 1 1  SILPA      

3 1 2  Pencairan Dana Cadangan      

3 1 3  Hasil Kekayaan  Desa Yang 
di pisahkan  

    

    JUMLAH  ( RP )     

         

3 2   Pengeluaran   Pembiayaan      

3 2 1  Pembentukan Dana 
Cadangan  

    

3 2 2  Penyertaan Modal Desa      

    JUMLAH ( RP )     

         

 
DISETUJUI OLEH 

KEPALA DESA ……………………… 
 

TTD 
(……………………………….) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

Lampiran III 
 

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 
 
 

 
LAMBANG 
PEMDES 

PEMERINTAH DESA  ...................... 

KECAMATAN  ......................... 

KOTA  .................... 
 

 
RANCANGAN PERATURAN DESA ..................... 

NOMOR  ............  TAHUN.......... 

T E N T A N G 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .................. 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA ....................... 

 
 
Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten  ........ Nomor 

... Tahun ...... tentang ..................., Kepala Desa wajib menyusun  Peraturan Desa 
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran; 
 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  .............. Tahun ........ tentang  Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........  tentang 
....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... ); 

6. Dst.... 
 
 

Dengan Kesepakatan  Bersama  

 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 
20........MENJADI PERATURAN DESA ........................... TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 
20........ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 1  
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa        Rp….................... 
2. Belanja Desa  

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp….........................    
b. Bidang Pembangunan    Rp…......................... 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp…......................... 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat   Rp…......................... 
e. Bidang Tak Terduga    Rp…......................... 

 Jumlah Belanja    Rp…......................... 
Surplus/Defisit     Rp…...................... 

       = = = = = = = = = === 
3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan    Rp. ……................... 
b. Pengeluaran Pembiayaan    Rp. ......................... 
Selisih Pembiayaan ( a – b )    Rp……..................... 
       = = = = = = = = = ===== 

 
 

Pasal 2 
 
Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .........; 
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. 

 
Pasal 3 

 
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini. 

Pasal 4 
 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran 
Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. 
 

Ditetapkan di  ................ 
Pada tanggal  .................    
KEPALA DESA ................... 

 
............................................. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Lampiran IV 
 

 
Lampiran I Peraturan Desa  
Nomor   : ......... 
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  

Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
Tahun Anggaran ...... 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 
PEMERINTAH DESA ………………… 

TAHUN ANGGARAN…………………. 
 

 
KODE  

REKENING 

 
URAIAN 

 
ANGGARAN 

 
(Rp.) 

 
REALISASI 

 
(Rp.) 

 
LEBIH/ 

KURANG 
(Rp.) 

 
KET. 

1 2 3 4 5 6 

1    PENDAPATAN     

1 1   Pendapatan Asli Desa     

1 1 1  Hasil Usaha     

1 1 2  Swadaya,  Partisipasi dan 
Gotong  Royong 

    

1 1 3  Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah 

    

         

1 2   Pendapatan Transfer     

1 2 1  Dana Desa     

1 2 2  Bagian dari hasil pajak 

&retribusi daerah 
kabupaten/ kota 

    

1 2 3  Alokasi Dana Desa     

1 2 4  Bantuan Keuangan     

1 2 4 1 Bantuan Provinsi     

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / 

Kota 

    

         

1 3   Pendapatan Lain lain     

1 3 1  Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ke-3 yang tidak 
mengikat 

    

1 3 2  Lain-lain Pendapatan 
Desa yang sah 

    

         

    JUMLAH PENDAPATAN     

         

2    BELANJA     



2 1   Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

    

2 1 1  Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 

    

2 1 1 1 Belanja Pegawai:     

    - Penghasilan Tetap 
Kepala Desa  dan 

Perangkat 

    

    - Tunjangan Kepala Desa 

dan Perangkat  

    

    - Tunjangan BPD      

2 1 2  Operasional Perkantoran     

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - Alat Tulis Kantor     

    - Benda POS     

    - Pakaian Dinas dfan 

Atribut 

    

    - Pakaian Dinas     

    - Alat dan Bahan 

Kebersihan 

    

    - Perjalanan Dinas     

    - Pemeliharaan     

    - Air, Listrik,dasn Telepon     

    - Honor     

    - dst…………………..     

         

2 1 2 3 Belanja Modal     

    - Komputer     

    - Meja dan Kursi     

    - Mesin TIK     

    - dst……………………..     

         

2 1 3  Operasional BPD     

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - ATK     

    - Penggandaan     

    - Konsumsi Rapat     

    - dst …………………….     

         

2 1 4  Operasional RT/ RW     

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa     

    - ATK     

    - Penggadaan     

    - Komsumsi Rapat     

    - dst …………………….     

         

2 2   Bidang Pelaksanaan     



Pembangunan Desa 

2 2 1  Perbaikan Saluran Irigasi     

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa     

    - Upah Kerja     

    - Honor     

    - dst………………..     

2 2 1 3 Belanja Modal     

    - Semen     

    - Material     

    - dst…………     

         

2 2 2  Pengaspalan  jalan  desa      

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :     

    - Upah Kerja     

    - Honor     

    - dst…………………………     

2 2 2 3 Belanja  Modal:     

    - Aspal      

    - Pasir      

    - dst ……………     

         

2 2 3  Kegiatan…………………     

         

2 3   Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan  

    

2 3 1  Kegiatan Pembinaan 

Ketentraman dan 
Ketertiban 

    

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:     

    - Honor Pelatih      

    - Konsumsi      

    - Bahan Pelatihan     

    - dst…………………     

         

2 3 2  Kegiatan…………………….     

         

2 4   Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat  

    

2 4 1  Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat 

    

2 4 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     

    - Honor pelatih     

    - Konsumsi       

    - Bahan pelatihan      

    - dst…………………     

         
2 4 2  Kegiatan……………………….     

         



2 5   Bidang Tak Terduga      
2 5 1  Kegiatan Kejadian Luar 

Biasa  
    

2 5 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:     
    - Honor tim      

    - Konsumsi     

    - Obat-obatan  

- dst…………………… 

    

         

2 5 2  Kegiatan………………………     

         
    JUMLAH  BELANJA      

         

    SURPLUS / DEFISIT     
         

3    PEMBIAYAAN      

3 1   Penerimaan Pembiayaan      
3 1 1  SILPA      

3 1 2  Pencairan Dana Cadangan      

3 1 3  Hasil Kekayaan  Desa Yang 
di pisahkan  

    

    JUMLAH  ( RP )     

         
3 2   Pengeluaran   Pembiayaan      

3 2 1  Pembentukan Dana 
Cadangan  

    

3 2 2  Penyertaan Modal Desa      

    JUMLAH ( RP )     

         
    - Pembiayaan Netto 

(PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN –
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN  )  

- SILPA tahun berjalan 
(SELISIH ANTARA 
PEMBIAYAAN NETTO 
DENGAN HASIL 
SURPLUS/DEFISIT) 

    

 
TANGGAL .............................. 

TTD 
 

            (KEPALA DESA ..............) 

 
  

 
          


